BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010-2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang

Mengingat

t 1.

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa daerah
diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;

. bahwa sehubungan akan berakhirnya masa jabatan Bupati

Musi Rawas periode 2010-2015, maka perlu mengevaluasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2010-2015;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan
Bupati Musi Rawas tentang Evaluasi Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2010-2015.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);
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10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);



11.

16.

17.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS 2010-2015.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas.

Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pambangunan

Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Musi Rawas.



6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk

periode 1(satu) Tahun.

7. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD
adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang
merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk

kurun waktu 5 (lima) Tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut
RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Rawas untuk Periode 20 (dua puluh) tahun

terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan 2025.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2010-2015 yang selanjutnya disebut
RPJIMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Rawas untuk Periode 5 (lima) tahun

terhitung sejak Tahun 2010 sampai dengan 2015.

10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Rencana Kerja
Tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai

penjabaran RKPD pada masing-masing Satuan Kerja.

11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (input) keluaran (output) dan hasil (outcome)

terhadap rencana dan standar;

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk
Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015

menjelang akhir masa berlakunya.
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(2) Tujuan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIMD) adalah untuk menilai kinerja
penyelenggaraan  pemerintahan daerah dalam upaya
peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan
penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata

pemerintahan yang baik.

BAB Il
HASIL EVALUASI

Pasal 3

Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015

adalah sebagai:

a. penyusunan Dokumen Tahunan Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2016;

b. penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016-2021; dan

c. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rancangan Renstra
SKPD Tahun 2016-2021.

Pasal 4

Evaluasi RPIJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi
Rawas melaporkan hasil evaluasi, pemantauan dan
pengendalian program prioritas SKPD dan lintas SKPD Tahun
2010-2015 kepada Bupati.
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 10 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

H. ISBANDI ARSYAD

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 10 Juli 2015
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 24

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUKHLISIN, SH, MH

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003






